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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 1709/Pdt.G/2021/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Belakang Padang, 04 Februari 1986, umur

35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia,

NIK:  2171014402860002, agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  tempat  tinggal  di  xxxxxxxxx  xxxxx

xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Bengkulu, 19 Mei 1988, umur 33 tahun, jenis

kelamin  Laki  -  Laki,  warga  negara  Indonesia,  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di

#0105#, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah

mengajukan  gugatan  perceraian,  yang  telah  didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1709/Pdt.G/2021/PA.Btm, 12 Oktober

2021. Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal  08 November 2011 Penggugat  dengan Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai

Hal. 1 dari 13l Putusan Nomor: 1709/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/07/XI/2011 Tanggal 08 November

2011;

2. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  setelah  menikah  tinggal  di  xxxx

xxxxx;  

3. Bahwa  selama  pernikahan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama Raikhall  Al-Farizq Nugraha,  Laki-laki,  Tempat

dan Tanggal Lahir, Bengkulu, 19-12-2014;  

4. Bahwa  sejak  awal  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  harmonis,

akan tetapi  pada bulan Maret tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  sudah  mulai  tidak  harmonis  lagi.  Sehingga  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

disebabkan antara lain: 

a. Bahwa  Tergugat  setiap  bertengkar  selalu  melakukan  KDRT

terhadap Penggugat, seperti menendang perut Penggugat dan mencekik

leher  Penggugat  hingga  lebam.  Selain  itu  Tergugat  juga  selalu

melontarkan  kata-kata  kasar  terhadap  Penggugat,  seperti  lonte,  babi,

anjing.  Setiap  bertengkar  juga  Tergugat  sering  melontarkan  kata-kata

cerai;  

b. Bahwa Tergugat  tidak  pernah memberikan nafkah lahir  kepada

Penggugat, padahal Tergugat juga bekerja. Sehingga Penggugat bekerja

untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga; 

c. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah

dengan  alasan  ingin  pulang  kampung  untuk  melihat  orang  tuanya.

Keesokan  harinya  Tergugat  pergi  membawa  anak  mereka.  Saat  di

kampung anak Penggugat dan Tergugat mendapat perlakuan tidak baik

dari  nenek  dan  ayahnya.  Anak  Penggugat  dan  Tergugat  dipukul,

ditampar, dan dicubit oleh neneknya dan pernah dimasukkan ke dalam

kolam  ikan  oleh  Tergugat.  Pada  tanggal  30  Juli  2020  Penggugat  ke

Jakarta untuk menjemput anak mereka;  

d. Bahwa pada tanggal 13 April tahun 2020 Tergugat telah mentalak

Penggugat melalui WhatsApp dan Penggugat menerimanya; 
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5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

terjadi  pada  September  yang  disebabkan  oleh  setelah  berpisah  dari

Penggugat  dan  anaknya,  Tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah

kepada Penggugat dan anaknya. Penggugat juga mendapat kabar bawha

Teruggat telah menikah lagi dengan wanita lain;  

6. Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  bernama  Raikhall  Al-Farizq

Nugraha, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Bengkulu, 19-12-2014, yang

masih  dibawah  umur  dan  sangat  bergantung  kepada  bantuan  dan

pertolongan  Penggugat  selaku  ibu  kandungnya,  dan  demi  pertumbuhan

mental dan fisik anak Penggugat tersebut, semata-mata untuk kepentingan

anak, maka sudah selayaknya Penggugat  ditetapkan sebagai  pemegang

hak hadhanah dari anak Penggugat;  

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah

tangganya dengan Tergugat dengan musyawarah, namun tidak berhasil;. 

8. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat  sudah tidak dapat  dibina dengan baik  sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sudah  sulit  dipertahankan  lagi;   dan  karenanya  agar  masing-

masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka

perceraian  merupakan  alternative  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Batam  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  shugra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat(PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Subsider:
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Atau apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain,mohon perkara

ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

dan  hadir  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  hadir  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu

alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat  untuk bersabar dan

hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi

tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  kemudian  dibacakan  surat  gugatan Penggugat yang  isi  dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teti Wayuni, yang di

keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 03 Mei 2018, bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup dan dinazegelen serta  cap

Pos,  dan  telah  dicocokan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan

diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/07/XI/2011 Tanggal  08

November  2011,  atas  nama  TERGUGAT  dengan  PENGGUGAT

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxx,

xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan
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dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  diparaf,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Raikhall  Al-Farizq

Nugraha yang dikeluarkan oleh Pejabat  Pencatatan Sipil  xxxx xxxxx

pada tanggal 18 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan dinazegelen serta  cap Pos,  dan telah  dicocokan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P.3;  

B. Bukti Saksi:

Saksi  1,  SAKSI  1,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  bertempat tinggal  di  KOTA BATAM,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

saudara  sepupu  Penggugat.  Penggugat  bernama  Teti  Wayuni  dan

Tergugat bernama Nugraha Chairullah S Kusuma; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada

tahun 2011 di xxxx xxxxx; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  membina

rumah tangga di xxxx xxxxx; 

- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1

(satu) orang anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak

rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran; 

- Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga

karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap; 

- Bahwa  penyebab  lainnya  yang  saksi  ketahui  karena  Tergugat  sering

melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat; 
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- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat

bertengkar; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak  1

(satu) tahun yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  yang  saksi  ketahui  sejak  berpisah  antara  Penggugat  dengan

Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi; 

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  dan  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  untuk  rukun  kembali  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat; 

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh dan diurus

oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik; 

- Bahwa yang saksi  ketahui  anak Penggugat  dengan Tergugat  saat  ini

dalam keadaan sehat, baik dan terawat; 

Saksi  2,  SAKSI  2,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA  BATAM,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah  teman  Penggugat  sejak  10  (sepuluh)  tahun  yang  lalu.

Penggugat  bernama  Teti  Wayuni  dan  Tergugat  bernama  Nugraha

Chairullah S Kusuma; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada

tahun 2011 di xxxx xxxxx; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  membina

rumah tangga di xxxx xxxxx; 

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1

(satu) orang anak; 

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak

rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran; 
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- Bahwa  Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak peduli dengan keadaan

Penggugat dan anak sejak meninggalkan kediaman bersama; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  dengan  Tergugat

bertengkar  namun  saksi  mengetahuinya  karena  Penggugat

menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  sejak 1

(satu) tahun yang lalu sampai sekarang; 

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa yang saksi  ketahui  sejak berpisah antara Penggugat  dengan

Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi; 

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  dan  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat  untuk  rukun  kembali  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat; 

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh dan diurus

oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik; 

- Bahwa yang saksi  ketahui  anak Penggugat  dengan Tergugat  saat  ini

dalam keadaan sehat, baik dan terawat; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada

pokoknya tetap  dengan gugatan  Penggugat untuk bercerai dengan  Tergugat,

dan mohon putusan;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut

berita  acara  panggilan  telah  dipanggil  dengan  patut,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  hal  yang  sah,  oleh  karena  itu

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat

dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan  Pasal 149  ayat (1)   R.Bg

dan sesuai pula dengan dalil syar’i: 

له                حق ل ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya:  Seseorang  yang  dipanggil  hakim  (pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-

an II : 405);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Penggugat  untuk

bersabar  dan  hidup  rukun  kembali  dengan  Tergugat  dan  tidak  melanjutkan

gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan,  maka  perdamaian  atau  proses  mediasi  sebagaimana  maksud

Pasal 154 R.Bg  juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan; 

Menimbang, bahwa alasan pokok  Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  antara

Penggugat dengan  Tergugat menyebabkan  Penggugat dengan  Tergugat telah

hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab

sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;   

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat tersebut  Tergugat tidak

memberikan  jawaban  karena  tidak  hadir dan  tidak  mengutus  orang  lain

sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa  Tergugat

tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian)

yang  berhubungan  dengan  hukum  perseorangan  (personal  recht), maka

kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti; 

 Menimbang,  bahwa Penggugat  telah mengajukan bukti  surat  (P.1 dan

P.2),  setelah  diteliti,  surat  bukti tersebut telah  memenuhi syarat  formil dan

Hal. 8 dari 13l Putusan Nomor: 1709/Pdt.G/2021/PA.Btm/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, juncto Pasal 1868 KUHPerdata juncto

Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang  Bea Meterai,

yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi  Kartu

Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

autentik,  telah  dinazegelen dan sesuai  aslinya,    terbukti  bahwa  Penggugat

berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Batam,  oleh  karenanya

gugatan  Penggugat  telah  sesuai  dengan  kewenangan  relatif,  gugatan

Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut  sesuai

ketentuan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun   1989,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 Tentang

Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan

Akta Nikah  Penggugat dengan  Tergugat  yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  telah  dinazegelen dan  sesuai   dengan

aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

isteri  sah  yang  perkawinannya  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan

dengan dalil  yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti  surat (P.2)

sebagai  akta autentik mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat,  karenanya  harus  dinyatakan  Penggugat dan  Tergugat berkualitas

hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi

in judicio);

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalilnya,  Penggugat  juga

menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  yang  tidak  terhalang  sebagai  saksi,

cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan

Penggugat,  adalah  fakta  yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi

tersebut  serta relevan dengan dalil  yang  harus dibuktikan oleh  Penggugat,

pada  pokoknya  kedua  saksi  mengetahui  benar  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  terjadi  perselsihan  yang  terus  menerus  disebabkan  faktor

ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena
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Tergugat  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  dan  Tergugat  sering  melakukan

kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat sehingga menyebabkan keduanya

sudah  hidup  terpisah,  tanpa  pernah  ada  iktikat  keduanya  untuk  dapat

berkumpul  dan  rukun  kembali  membina  keutuhan  rumah  tangganya,  usaha

mendamaikan sudah tidak berhasil,  Keterangan saksi  saksi  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materil  pembuktian  dan  memiliki  kekuatan  pembuktian

sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka

4 juncto Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  Penggugat  di  muka

sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

yang perkawinannya  tercatat  di  Kantor  Urusan Agama  sesuai  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa benar  dalam rumah tangga  Penggugat  dengan Tergugat  telah

tidak harmonis;

-Bahwa  akibat  tidak  ada  lagi  keharmonisan  dalam  rumah  tangga,

Penggugat dengan Tergugat  sudah hidup terpisah  sejak 1 (satu)  tahun

yang lalu tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan

rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya;

- Bahwa  upaya  mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dilaksana kan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai

suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa  alasan  perceraian  sebagaimana  gugatan  Penggugat  telah

terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  benar  telah
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terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran atau  keretakan  ikatan  batin  sebagai

suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk

kembali  rukun  karena  keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan,  usaha

mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati

untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat

diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu  ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami isteri  untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

sesuai  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam Tahun  1991,  bahkan  dalam  rumah

tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat  menjalankan  hak  dan

kewajibannya  masing-masing  sebagai  suami  istri.  Oleh  karena  itu  sudah

saatnya perkawinan itu diakhiri  dengan perceraian, hal mana sesuai dengan

Kaidah Fiqhiyah:

المصالح        جلب من أولي المفاسد رأ د

Artinya:  Mencegah  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  mengharap

kebaikan;

 Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  pula  mengemukakan  dalil

syar'i/pendapat  ulama yang kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis

dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI,  halaman 346 sebagai berikut: 

اشتدع ذوإ طلقة         ـا ضى القا عليه طلق لزوجها وجة الز رغبة دم

Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri  kepada

suaminya maka hakim (boleh)  menceraikan suami-isteri  itu  dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian  adalah  karena adanya

perselisihan dan pertengkaran  yang terus menerus antara suami istri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975 juncto  Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum lslam Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  dan  fakta  hukum

tersebut di  atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini  telah memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  1991,  atau  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh

karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat  mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  150  R.Bg.  juncto Pasal  26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  gugatan Penggugat  dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2)

huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  disamping  Penggugat  mengajukan  cerai  gugat,

Penggugat  juga  mohon  agar  Penggugat  ditetapkan  sebagai  pemegang

hadhanah (hak asuh) terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat

bernama Ajmalia Halima Yudfi binti Yudi Marisan, Perempuan, umur 10 tahun

dan Nafisa Kamila Yudfi binti Yudi Marisan, Perempuan, umur 7 tahun;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  Majelis

mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat  adalah tentang akibat terjadinya

perceraian, yang  memiliki keterkaitan erat (innerlijke samenhang) dan hukum

acara  pemeriksaannya  tidak  bertentangan  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu,

pengajuan  dan  pemeriksaan  perkara  tersebut  dapat  dilangsungkan  secara

kumulasi,  sesuai  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  kedua  kali  dengan
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Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkenaan dengan hak

asuh 2 (dua) orang anak, Tergugat menyatakan dalam jawabannya secara lisan

tidak keberatan apabila 2 (dua) orang anak berada di bawah hadhonah (hak

asuh) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang,  bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.3, P.4 dan P.5 serta

telah menghadirkan 2 (dua)  orang saksi  dan terhadap  bukti- bukti  tersebut,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti  P.3,  P.4 dan P.5 telah terbukti  dari

pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang

bernama Ajmalia Halima Yudfi binti Yudi Marisan, Perempuan, lahir di Batam,

01 Februari 2012, umur 10 tahun dan Nafisa Kamila Yudfi binti Yudi Marisan,

Perempuan,  lahir  di  Batam, 19 Januari  2015,  umur 7 tahun, dalam kategori

belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya secara

formil  tidak  ada  halangan begitu  juga  secara materiil  sebagai  saksi  dalam

perkara  a  quo,  dan  kedua  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  di

bawah  sumpahnya  dalam  persidangan  berdasarkan  pengetahuan  yang

bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan

keterangan  satu  dengan  lainnya  telah  saling  mendukung  dan  saling

berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan

Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi

syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi  a quo

telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil

dan alasan Penggugat dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  para  saksi  telah  memberikan  keterangan  di

persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat berakhlak

baik  dan  dapat  dipercaya  untuk  menjalankan  kewajiban-kewajiban  sebagai

pemelihara atas anak tersebut, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa

Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak
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ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau

pemeliharaan anak tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat  tentang hak asuh

anak ( hadhonah) dan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat  dengan Tergugat

telah  dikaruniai  2  (dua  )  orang  anak  sebagaimana  tersebut  di  atas,  sesuai

ketentuan  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  99

Kompilasi  Hukum Islam, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam

atau  akibat  perkawinan  yang  sah”,  dengan  demikian  anak  tersebut  di  atas,

adalah anak yang sah antara Penggugat   dengan Tergugat,  oleh karenanya

gugatan  Penggugat  untuk   melakukan  pemeliharaan  anak  atau  hadlonah

tersebut dapat  dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  secara  yuridis  berdasarkan  Pasal  26  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban

dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang

diambil   alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa

mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki

maupun perempuan,  akan tetapi  lebih  diutamakan kepada pihak perempuan

karena  biasanya  lebih  mampu  mencurahkan  kelembutan  dan  kasih  sayang

serta  membimbing  anak,  sedangkan  laki-laki  biasanya  hanya  punya

kemampuan  dan  kewajiban  untuk  menjaga,  melindungi  memberikan  yang

terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Ulama

Fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil  anak dari

ibunya  apabila  mereka  bercerai,  kecuali  ada  alasan  syara’  yang

membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  Hadits

Rasulullah SAW, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Hadits  dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman

339 :  
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            : حواء    له وحجرى وعاء له بطنى كان هذا ابنى ان الله يارسول قالت امراة ان

ابوه     وزعم سقاء له وثديى

    :   , به   احق انت فقال منى ينتزعه انه

تنكحى  مالم

Artinya;  “Seorang  wanita  mendatangi  Rasulullah  SAW,  lalu  berkata  :  Ya

Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya,

ia  lepas  dari  pangkuanku,  lalu  ayahnya  ingin  mengambilnya  dari

saya,  Rasulullah  SAW  menjawab  :  Engkau  lebih  berhak

mengasuhnya,  selama  engkau  belum  kawin  dengan  laki-laki  lain.

( HR. Ahmad bin Hanbal,  At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );”

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

وبين                بينه الله فرق وولدها ولدة بين فرق من وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
القيامه   يوم احبته

Artinya “ Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara

seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya

dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. ( HR. Abu Dawud,

Al-Baihaki dan Al-Hakim );”

Menimbang,  bahwa berdasarkan  apa  yang telah  dipertimbangkan di

atas,  maka agar  anak Penggugat  dengan Tergugat  memperoleh  hak-haknya

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  hak  hadanah  atau  pemeliharaan

kedua  anak  Penggugat  dengan  Tergugat  harus  ditetapkan  pada  Penggugat

sebagai ibu kandung kedua anak tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan

Penggugat  dengan  Tergugat  yang  bernama  Ajmalia  Halima  Yudfi  binti  Yudi

Marisan,  Perempuan,  umur  10  tahun  dan  Nafisa  Kamila  Yudfi  binti  Yudi

Marisan, Perempuan, umur 7 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan

(Hadhonah)  Penggugat  selaku  ibu  kandungnya,  dengan  kewajiban  kepada
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Penggugat   untuk  memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk  bertemu  dan

mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada

Tergugat  untuk  bertemu  dan  memberikan  kasih  sayang  terhadap  kedua

anaknya tersebut  di  atas,  dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan

pencabutan  hak  hadhanah  (Hak  Pengasuhan  Anak)  tersebut.  Hal  ini  sesuai

dengan  ketentuan  Rumusan  Hukum  Kamar  Agama  (SEMA Nomor  1  Tahun

2017) angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor   7

Tahun 1989  juncto Pasal  90 Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  juncto Pasal 91A ayat

(3)  Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009  Tentang  Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

Menetapkan anak yang  bernama:

4. Raikhall Al-Farizq Nugraha, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, 
Bengkulu, 19-12-2014 ;

Berada dibawah hadhanah Penggugat (Ernawati binti Suardi) selaku ibu 

kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses 

kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya 

kepada kedua anak tersebut;

5. Membebankan kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah); 
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  19  Rabi’ul  Awwal  1443 Hijriyah oleh  Drs.  H.  Arinal,  M.H.

sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Siti Khadijah dan  Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh  Hesti Syarifaini, S.H.I.  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis,

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00

2. Panggilan : Rp 360.000,00
3. PNBP : Rp 70.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. PBT : Rp 120.000,00
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Jumlah : Rp 680.000,00
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
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